Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor © Tahun 2024

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970}

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456},

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856},

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6995, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum




(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178};




22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan
Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6884);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6906);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 11);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130) Tambahan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024




31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07 /2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan /
Atau Dana Bagi Hasil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1734);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07 /2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan / Atau Dana Bagi
Hasil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1224);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07 /2018 tentang Tata Cara Pemotongan
Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Daerah Pemberi Hibah / Bantuan Pendanaan Yang Tidak
Memenuhi Kewajiban Hibah / Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1050);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07 /2018 tentang Tata Cara Pemotongan




40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1348); :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 /PMK.07 /2020 tentang Tata Cara Penundaan
Penyaluran Dana Transfer Umum Atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mengalokasikan
Belanja Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 /PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431};

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,




48.

49,

50.

S1.

S52.

53.

54.

55.

56.

Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1513);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 510);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk
Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun
Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja
Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif
Fiskal Tahun 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 932);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 648);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan
Dan/Atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif
Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023
Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota;



o7.

58.

39.

60.

61.

62,

63.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2023 tentang Keputusan Menteri
Keuangan tentang Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam
Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/
Kabupaten/ Kota;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7 /2024 tentang Penandaan Rincian
Belanja Daerah Yang Telah Ditentukam Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam
Angaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kiasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ladak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90},

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan



Memperhatikan

64.

65.

66.

67.

Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);

Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 734);

Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak (Berita
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Landak Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 41);

Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun
2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 18); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Landak Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Landak Tahun 2024 Nomor 20},

. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-116/PK/2024 tentang Penyampaian Rincian

Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;

Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2/5708/SJ tentang Pelaksanaan
Penginputan Aplikasi E-Setda Dalam Rangka Evaluasi Kelembagaan dan Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

Surat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 900.1.14.3/2024/BAPENDA-C tentang
Penyampaian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Daerah Kalimantan Barat untuk Tahun
Anggaran 2025;

Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER- 1 /PK/2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2017 tentang Rekening Surat
Berharga Pada Sub-Registry Dalam Rangka Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi
Umum Dalam Bentuk Nontunai; dan



5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Landak Nomor 903/1667 /II-BPKAD Tahun 2024 Tentang
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahapan Penyesuaian Hasil
Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah
Kabupaten Landak.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalm periode
tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal?2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.441.017.392.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus



Empat Puluh Satu Miliar Tujuh belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang bersumber dari:

a.
b.
c.

(1)

(1)

Pendapatan Asli Daerah;
Pendapatan Transfer; dan
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.972.660.000,00 (Sembilan
Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

d Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.972.000.000,00 (Lima Puluh Empat
Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.100.660.000,00 (Dua Puluh Delapan
Miliar Seratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.
7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah).

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.
28.500.000.000,00 {Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.972.000.000,00 (Lima Puluh
Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Reklame;

Pajak Air Tanah,;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
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(2)

(3)

(4)

(°)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

3)

I Pajak Barang dan Jasa Tertentu; dan
g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta
Rupiah).

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar Rp.
2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.
3.850.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf e direncanakan sebesar Rp.
5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.682,000.000,00 (Dua
Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000,00
(Tiga Belas Miliar Rupiah).

Pasal6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.100.660.000,00 (Dua
Puliih Delapan Miliar Seratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

¢. Retribusi Perizinan Tertentu,

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.488.240.000,00 (Dua Puluh
Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 354.420.000,00 (Tiga Ratus Lima
Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).



(4)

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 258.000.000,00 (Dua Ratus
Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c¢ direncanakan sebesar Rp.
7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.
28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah; dan

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,;

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.300.544.732.000,00 (Satu Triliun
Tiga Ratus Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
1.260.544.732.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh
Dua Ribu Rupiah).

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00
(Empat Puluh Miliar Rupiah).



(1)

(2)

(4)

()

Pasat 10

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
1.260.544.732.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh
Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

Dana Desa;

Dana Bagi Hasil;

Dana Alokasi Umum; dan

Dana Alokasi Khusus.
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Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 152.255.638.000,00 (Seratus Lima Puluh Dua
Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.442.119.000,00 (Empat Puluh
Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 789.932.117.000,00 (Tujuh Ratus

Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 269.914.858.000,00 (Dua Ratus

Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3} direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00
(Empat Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

(1)

(2)

Pasal 12

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sébagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.
28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah}, yang terdiri atas :

a. Pendapatan Hibah; dan
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).




(3) Llain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.441.017.392.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Empat
Puluh Satu Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

Belanja Operasi;

Belanja Modal;

Belanja Tidak Terduga; dan

Belanja Transfer.
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Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.049.262.120.813,00 (Satu
Triliun Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas
Rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Hibah; dan

d. Belanja Bantuan Sosial

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 675.036.297.130,00 (Enam Ratus Tujuh
Puluh Lima Miliar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 362.380.703.683,00 (Tiga
Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.645.120.000,00 (Sebelas Miliar Enam
Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta
Rupiah).




(1)

(2)

(5)

(6)

Pasal 15

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 675.036.297.130,00 (Enam
Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), yang
terdiri atas :

Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;

Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;

Belanja Gaj dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; dan

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah [ Wakil Kepala Daerah.

e a0 o

Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
446.500.214.257,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Lima Ratus Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Lima
Puluh Tujuh Rupiah).

Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
198.490.394.465,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh
Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 109.706.973.000,00 (Seratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh
Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp. 23.804.605.236,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Juta Enam Ratus Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh
Enam Rupiah).

Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 145.001.172,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Seribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 614.200.000,00 (Enam Ratus Empat Belas Juta Dua
Ratus Ribu Rupiah).



(1)

(2)

(3)
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(5)

(7)

(8)

Pasal 16

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 362.380.703.683,00 (Tiga
Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah),
yang terdiri atas :

Belanja Barang;

Belanja Jasa;

Belanja Pemeliharaan;

Belanja Perjalanan Dinas;

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan

Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
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Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 127.007.598.790,00 (Seratus Dua Puluh
Tujuh Miliar Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 89.904.115.702,00 (Delapan Puluh
Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 5.596.471.400,00 (Lima Miliar
Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.156.961.791,00 (Empat
Puluh Dua Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu
Rupiah).

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp. 191.750.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp. 72.523.806.000,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).

Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.
25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).
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Pasal 17

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 11.645.120.000,00 (Sebelas Miliar Enam
Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan

¢. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.915.000.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
1.886.680.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp. 843.440.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 18

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta
Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

(1)

(2)

Pasal 19

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.577.599.687,00 (Seratus
Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan
Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :

Belanja Modal Tanah;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja Modal Gedung dan Bangunan,;

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

Belanja Modal Aset Lainnya.
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Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 673.525.000,00 (Enam Ratus Tujuh




(3)
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(6)

(7)

Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.507.780.945,00
(Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.436.361.120,00
(Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.
55.966.015.922,00 (Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh
Dua Rupiah).

Belanja ModalAset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe direncanakan sebesar Rp. 419.534.700,00 (Empat
Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 574.382.000,00 (Lima Ratus
Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 20

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2} direncanakan sebesar Rp. 673.525.000,00 (Enam Ratus Tujuh
Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil Lainnya.

(1)

Pasal 21

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 23.507.780.945,00
(Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah),
yang terdiri atas :

Belanja Modal Alat Angkutan;

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

Belanja Modal Alat Pertanian;

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

Belanja Modal Alat Laboratorium
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h. Belanja Modal Komputer;

i Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;

j- Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

k. Belanja Modal Alat Peraga; dan

1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.220.411.400,00 (Delapan
Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah).

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol
Rupiah).

Belanja Modal Alat Pertantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 16.390.100,00 (Enam Belas
Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Rupiah).

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.
1.745.133.700,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Belanja Modal Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.
2.511.585.500,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

Belanja Modal Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.
2.150.256.260,00 (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).

Belanja Modal Alat Laboratortum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 226.153.100,00 (Dua
Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).

Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.531.429.885,00 (Dua Miliar
Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Belanja Modal Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.
927.520.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Belanja Modal Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 149.986.800,00 (Seratus
Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).



(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1

(1)

(1)

(2)

(3)

direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Pasal 22

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.
62.436.361.120,00 (Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua
Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan

b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
60.958.091.120,00 (Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh
Rupiah).

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
658.270.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal23

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp
60.958.091.120,00 (Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh
Rupiah), yang terdiri atas :

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;

Belanja Modal Bangunan Kesehatan,;

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;

Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum, dan

Belanja Modal Bangunan Parkir.

Ppo g

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan sebesar Rp.
6.354.253.890,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan
Puluh Rupiah).

Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.956.886.000,00
(Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).




4

(5)

(3)

(4)

(1)

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp
47.481.681.230,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua

Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00
(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Belanja Modal Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.226.400.000,00 (Satu
Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal24

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.
658.270.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Rumah Negara Golongan I;

b. Belanja Modal Rumah Negara Golongan II; dan

c. Belanja Modal Rumah Negara Golongan III

Belanja Modal Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00
(Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Belanja Modal Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Belanja Modal Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.270.000,00
(Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 25

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.
55.966.015.922,00 (Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh
Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

b. Belanja Modal Bangunan Air; dan

c. Belanja Modal Jaringan.




(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.099.426.584,00
(Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat
Rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 832.000.000,00 (Delapan
Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

(4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.034.589.338,00 (Dua Miliar
Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Pasal26
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 419.534.700,00 (Empat
Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan
Perpustakaan.

Pasal 27
Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (7} direncanakan sebesar Rp. 574.382.000,00 (Lima Ratus
Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak
Berwujud.

Pasal28

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c¢ direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh
Miliar Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.

Pasal 29

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 241.177.671.500,00 (Dua
Ratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), yang
terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil;, dan




b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.807.266.000,00 (Lima Miliar
Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 235.370.405.500,00 (Dua
Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiahj.

Pasal30
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Miliar Rupiah),
yang terdiri atas :
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 31
Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua
Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran
Pembiayaan.

Pasal 32
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua
Miliar Rupiah), yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal33

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar
(Rp. 18.000.000.000,00) (Minus Delapan Belas Miliar Rupiah).

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.
Rp. 18.000.000.000,00 (Delapan Belas Miliar Rupiah).




Pasal 34

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merUpakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1.

Lampiran !

Lampiran I

Lampiran I
Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VI

Lampiran VIII

10. Lampiran IX

Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisagi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pemblayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat
khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Bagi Hasil / Tambahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.




Pasal35

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal36

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.




Pasal 37
Peraturan Bupat ini mulai berlala pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, meinerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Rabupaten Landak,

Ditetapkan di Ngabang

pada tanggal 18 Desembe r 2024
Pj. BUPATI LANDAK,

TThD

GUTMEN NAINGGOLAN
Diundangkan di Nggabang
pada ranggal (9 Desember 2024

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
HERI ADIWIJAY A

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 20249 NOMOR 2¢

Salinan sesuai dengan aslinya
Pli. KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOPITA, SH
NIP. 19831228 200904 2 003



KABUP ATEN LLANDAK

‘Lampranl

Peraluran Kepalg Daerzh
Nomor 25 Tamun 2024

Tenggal

i Desambser 2024

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN T AHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN JURLAH(RS)
1 2 3

4 PENDAPAT AN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH [PAD) 8939 72660006,00 |
4.1.01 Patak Datsah 54,47 2.000.000.00
41,0108 FaakRekianme 300.00,000,00
4.4.01.08.M Pajgk Raklame Papan/Billxoard/Videsiron Megatron 260.000.000.90
4 1,01 09010001 | Famk Rekhane Fapan/Biiboard/Viteclron' Megatron 281,000 000,00
41 &1 ud.02 Paisk Retiame Kain 40,000,000.00
A1 0400020001 | Pajak REMams Ksin 40.000 000,00
400112 Paan A Tanah 100.90:4.000,00
4.1.0m.12.01 Payak Av Tanah, 1010 MOG_O00,00 :
4:1-01 'Emmm | Pajak Ax Tansh o 100100.000.00
410113 Pgak Sacag Butung Walel 40. 000 000,60
4.3,01.33.04 Paiat Sarang Burung Walet a0 00.000,00
4.401713.01.0001 | Pujak Serzng Barurg Wil 40.000.405.00

4401

Pajak Mineral Bukan Logam dan Ba wan

2,000800.000,00

4:7 {51 14.23

Pajgk Pasir dan Kemkil

BO0.0G00L000.006

4.4,01.14 2300101

Fajan Pasr gan Kenkil

B00.000_UND,00

4.401.14.28 Pafsh Taiah Sefin [Fullers Earh) 80.000.008.00
49,00, 28.0001 | Papak Tenah Serap (Fullers Eath) 40 800,000,060
407837 Pajah Mineral bukan Logam dan Batluan Lainmye 1320000008, 99

41.01.14.37.0001

Paek Mineral bukan Lagam dan Batuan Lamnya

1320 NOB.OD0,00

4. 1.01:15 Fajsk Bumi tan Bangunan Pardesa«n dan Perkotaan (PBBP2) 3850.000.000.00
4 1.01,15.01 PEEF2 4850 A0NAND, 08
41.01,15,81.0000 | PRBEP: ‘3:850.000.900 00

41.01,18

‘Btm Peuhan Hak Aftas Tanah dan Bangimean (BRPHTE)

5.000 000.ODL0G

4.1.07, ‘|E.‘D ¥

BPHTB-Fenundanarn - Hak

4,500 000.000.00

4 1.01.18.01.0001

BPHTE-Peminuahan fak

4.500.000.000:00

47,618,502

BEHTB.Femberan [Hax Bany

00 000 00000

41.01.76.0 2.0001

B PHTB.Pembarian Hak Bam

F06.808.9(40.0C

41,018

Pajer Barang dan Jasa Terneniy (PAJT)

12 84 2000.000,00

d:10119.01

PE.IT -Makanan denfatag Minomezn

4.180.000.000,00

41.04,15.04,0001

PRJT-Restoran

660.000.000 .00

4 1.01:19.01.0002

PBJT -Panyedia Jesa Boga alau Katenny

Z,500.000,00 10,00

41,01 18.0¢

FRJT- Tanaga Lisik

8.200.080.060:00




WODE URAIAN JUMLAH(Rp)
1 2 3
. Pemblayaan Nettd 18,000,000/ 00 0O
6.3 Slsa Lebih Pamblayaan Anagaren Daerah Tshuf Barkangan (SILFPA) oo
Hab. Landak. 19 Dasember 2024
A Bupati
TTD
Dr: GUTMEN NAINGG OLAN,S.H, MHum
Salinan sesual dengan’ aslinya
Fit, KEPALA B AGIANHUKUM,
YORTA SH
NIP. 19831228 2008042 003
PeEman M

:,';il‘_,l_"i ‘l‘l‘,l J""._j_ Lk '.E 15 DHISraT saln Pl sl




KABUPATEN LANDAX

Larmmpwan N .

Peraluran Kepzla Daerah

Notmue 25 Tahun 2024
Targgal 6 Degembar 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISAS), PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN. KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DANP EMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATANDAERAH

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DAS AR HUKUM

1 424017, 392,000.0

4 PENDAPATAN DAERAH P
4 PENDAPR A TAN ASL! DAERIAH (PAD), 3,972 480,000,00
T.tm Pajah. Dwerah B4.4972 (00,000 00
4.4.01.08 Pajak Reklams 3A0.000,000,40 =
4.71,01.08.01 Patah, Rekame PapavBlboardMdesiton! Megatron. 26000000000
4.1.01 02. 16001 Pajak ReXlame FPapsanBillboard/Videoton! Megatan 260.000.000 00
4.101.09.02 Pajh Reide me Kan 40,000.0u),00
419109020001 Pajek Rekame Kain 40.CO0.000.00
49,0112 Pa ek Aur Tansh IR 0U00.06D,00
4,1.0132.04 Pajak Ar Tansh 1h0. 00,0400
21401 120 0OM Pajak Al Tanal INALHIA.0A0,AY
490113 Pam k Sarang Burung Wakst AD.00-0.000,00
4401 35 m Pajah Samng Burung Watey <40 000,000,00
4.9.01,1304000 4 Pagh Saaug Burung Wale! 40.000.000,00

41 4 Pajah. Mingrs! Bukan |ogam dart Baluan 2 O3OG0.G0 00
4.4.01,94.2% Papk Pasr an lenki' BOU.000.00G, 00
4.1:01.14.23.0001 Fafk Pasir dan Kerkl HHLO02.000.00
4401 12 28 Palak Tanah Sérap (Fuliers Eanh] BO.0O0L060,0T
4,7,0%.34.28.000 Pajai Tahah Sersp (Fullers, Earth} 80,000,000,00
410114 37 Pajgk Mineral bukan togam don Baluen L 8innya 1 3200000000

41,01, 1.37.00

Pajsk Mnreral pukan Logam durt Batueny Lamnya

1.320000000.00 i

41,3114 Pajek Bumi dan Bamgriman Perfesgan dan Ferkolaan ([FBREEZ) 3866000 360.0¢ [
41010601 PBRFZ 3.850.000.000,00 |
41.M.15.21.0091 PBEP2 3,850,000, 006.00
4,1.0L18 Bea Parokeban, Hak Aas TeeahvdanBapgunan (8FHTE) 5,000.400.000.00
410116.01 BPHTE-Pemintahan Hak 4,500 000, JOg.

4.1.01 18,0100

EFHITE-Panmulahan Hew

4:500.900 000,00

A4.1.07496.02 BPHT & Pemirilan Hak Baw TG, GO0.00
4,101, 16020001 BPHIB-Pambeban Hak Bau SOOCAA03,00 =
. 41,0119 Pajsk Barang an Jasa Tete niw PB.IT) 12.6m2.000,0015,00
4101 19°'m PR F.Mganan dan/alay Mingmar 3,160 00‘{&)0&;;3(}
4.1.01.18.01.0001 PRIT-Restran 660,000, A1, 00




Belanja Pemelhar agn Kompular -Kompurzar Unn-Komputsr Lot 11.827.800.00:

510203020408 |t

Kab. Landak, 19 Dasember 2024

A Bupat
TD
Cr. GUTMEN NAMNGGOLAN. S.H. M.Hum

Salinan sasual dengan dsinya
Pit. KEPALA BA GAN HUK UM,

1,

MIP. '198"*1228 200804 2 an2

EIPLR RS EaNE sl 2 1l Halarinanatits
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Hibsh Berups Usng

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
AL OKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPDPEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Larnptean e Persluran Kepdls Deerats
Notncy 25 Tanun 2024
Tangga! 19 Desambar 2024

NAMA PENERIMA

ALAM AT PENERINMA

JUMLAN (Rp)

Badan KessiuaY Banges dan Pafitil

Penyustnan Bahan Perumusan Kobljakan dl Bidang Kelahanan Ekonomi, Sosial, Budays dun Fasilites) Pencegabian
Penyalagunaan Narkotika, Fasifitas! Kerukunan Mrnat Beragama dan Penghayal K aparcayaan ol Diaerah

Fomim Kerukinan Umel Baragana

Jn. Papgeran Affand Ranl Jalir b Hgabang
Ramphiek Perumanen Dyrias Ball Parmal No B

200 00008000

JUMLAH HiBAH PADASUB KEGIATAN

200.000.600.50

Pany.suman Bahan Permmus an Kebijak an di Bidang Pendidikan Politik. Etlka Budaya Pelitik, Peringkatan Dermokrasi,
Fusiita s| Kelembagean Pemorintahan, Perwakilen dan Partai Politik, Pemnilitan UmuamiPemiithan Umiini KapalaDaerah, sarta

Pamantauan Slipasi Politk di Daerah

Jin Pada KaryaNgabang-lelunpgui

2 Partal Nastondd Dermakeal (Nzsdern) Jin, Ngabaay- Potemak Km2 Ngabeng 284.168.000.00
] Pertal Gueskan Ingonese Raye Jir Gusl Alandl Ran Tugab ang 240850, 000,00
4 Partal Temaokeat dn. Ngab ang-Pimian ek Km.2 Nyatisng 171 62400000 |
5 | Pasta GolongenKarya (Geikar) ‘h';’ Raye Ngapang- Sanggay Palas Bendy 168.752:000.00
gahang
8. | Partal Demoiras) Indanasi Peiruangsn Jdr. Ngabang- Poatiamiak Kmi.2 Masbang 57 5/920.000.00
—— JI-Rava Ngapang Pontlanak No.KM 4, smboya
& Prrz Solideinas [ndonesia InY, Kec. Ngabang, Kanupaten Lanaak, HE480,000.00
Kalimantsn Baral
a Peiaral Kabangktian Bargss Uin. Guell Afand]l Rarl Bin Beall Fermal Mo 2 B4.280.000.00
X = = 1
] ParaLAmianar Masinal I Ngausmy Fontianak K Z Ngabany 414000000
A [ Paral Hal Nurart Rak yal {Hanura) Jiry Wgatmmy- Puntinak Km.d Mgabidng 153.600.000,80
JUMLAH HIBAH PADA 3UB KEGIATAN | 1 8B5 680 000,00
Perumusan Kebijakan Teknis & Bitlang |deologi Wawasan Kehangsaun, BalaNegara, Keroklsr Bangsa. Pembauran
Kebangsaan, Bingks Tunggal lka dan Sejariil Kabangsaan
11 | Fgrum Pembaiman Kabang ssen S000 000.00




NO NAMA PEME RIMA ‘-AJ.AMAT PENERIMA JUMLAH (Rp}

83 | DPC Pamixa Batah Barsatu Kab. Landak Dusun AmparSega | RLOOIIRw. 004 Desa Aniboys i Ker: Mastbang g:"j‘m‘{'; ‘2;‘7’;“;;‘5;9: éﬂg?mw' 001 Desa 61.000.00000
84 | Pondok Pesaniren Nuril lslam Desa HIF Tengh Kec Ngabang Uesa Hifir Tengah Kse: Ngabang <1,000,000,00
85 | Unwersitas Katolk Sante Agustinus HIPPO JI. tong Kec.Ngabang J. Rangg Kes, Noabang 7E0.002.000.00
B | Pengadian Tingdl Ngabana K Npabang Kex_ Mgabsiny - 5000000000
87 | Pulls Kab-Ber Ponllanak Forntensh 1.000.000.000,40

JUMLAH HIBAH PADA S5UB KEGIATAN | 4 BYEA00. 00000

JUMLAH HIBAN PADA SKPD Sekretaript Dasrah | 4 275 000.000.00

Kab: Landak, 15 Desembes 2024
Fj Bupat
o
Br GUTMEN NAINGGOLAN, SHH, MHum

Salinan sesual dengan aslinya
Plit. KEPALABAGLAN HUKUM.

YOPITA, 8H
NIF- 19821228 200404 2 003

SHAD-" of(EIniA e JO2& 2011 MLGRE Ibdttormaton




Banipan Joslal Baruga Leng

KABUPATEN LANDAK

Lampezm tva  Peratuwen Kepnls Gasrsh
romor . 25 Tahur 2044
Tanggal: 19 Desember 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKAS| BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMASERTASKFD PEMBER| BANTUAN SOSIAL

TAHUNANGGARAN 2025
B NO i ] NAMA PENERIMA al AMAT PENERIMA JUMLAY (Rp)
Sakr starial D asean
Palaksanasn Kabllakar. EJuasl.-dan Capatan Kinerja Terkall Kesofahte raan Soslal
! BANSOS o o o NGABANG 200.000.000,00
o o JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 2000000000
o JUMLAH BANSOS PADA SKPD Sekretartat Dasrah

SFT0 R s s SEET =T TR D

fom

Salman sesu=i depgan aslinya
Pil. KEPALA BAGIAM HLKU M

Y OHIRASH
NI, 198 31228 200004 2 003

Z00,000.001),0

Kab. Landek, 19 Desember 2024

A Bupay
TD
Dr. GUTMEN NAINGGOLAN. S.H. MHum



"‘-;1 al

Lanmiran Vb Pamtuem Keyrla Dasrah
Nornae 25 Tahun 2124
Tanggal. 18 Desemberau 24

Bamluan Keuisigan Khiss KABUPATEN LAND AK
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SER TA SKFD PEMBERIBANTUAN KEUAN GAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NO NAMA FENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp).

Badan Pangelolaan Keuanpan dan Aset Daerah

Anaglisls Perenéanaan dan Penyaluren Bantuan Keuangan

1 Behaung 484608260 00
2 Dara Ham | A8NAST 13900
3 Bgla Paluntan 429,534 895, 00
4 Angan Temb.aweng 5230117, 483.00
& Paws Miir 452754 764,00
B. Kayu A8 4411051860
7 T uhang Revm) &N HO0. BN D
B Jelimps: 5185497 752.00
8 Msidat [ ATSR 4 A20,00
10 Sakals 454,812 72900
i Papurt 451252476 DQ
12 Myri, AITAZ2TEI0
12 Kargh Beluntian, £i82.231 54300
12 Tamalur SRR IO
15 Ta'ss 475,05 7.837.00
0 Tom £587.282 BY7 00
17 Sungal Lubeng A4} 517.243.00
18 Talak £37.022,945.00
g Bagak 467,798, M2.00

I=iniin "




WO NAMA PENERIMA ALAMAT PENCHIMA JUMLAH [Rp)

95 Sehramy B18.258 0000
285 Amboyvn Salatin I 444.545,000,00
297 Terniang Sawi $15.372.000.00
294 Tatwtak 874,339.000,00
299 Amboyolnll 1.374.243.000.00
300 Antan Rayan B75E.544, (G0:00
3m Panysaho Dengku 721.828.000,00
302 Amang' R5G.580.08( HD:
303 En ghadu 93670800000
304 Amzarang 942.515000.00
05 Mt 953,924.000.00
306 Rasat R BRI 728000300
307 Sungal kel 9x8.526.000,00
408 Ambays Uara 1.404,026.00 0,00
ana Mungguk LT 7AT 00000
30 Rau 1.032.340.000,00
an HIlir Tengah 1.4178.192.0000.012
312 Hilirkantar 1 $74.637.000,00
JUMLAH BANTUANK EUANGAN PADA SUB KEGIATAN 233 37 (.4C5.50{.00

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA BKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel Ddersh 255 370405, 600,00

DAL e [Ty o r2d-FAT R AAE

Salnan sasual derigan ashinyz'
P KPR LA BAGAN HUK UM,

YOPFEABH
NIP. 19831228 200304 2 003

Kah. Landak. 19 Desember2024
P Bupati
™

v, GUTMEN NAINGGOLAN, SH, MHum

I=puupan T




el Frasil paliak kepdda Desa

K ABUPATEN LANDAK

LempiiEn Vi

DAFTAR NAMA PENE RIMA, ALAMAT DAN BESA RAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

Pemfumen Kapss Dagreh

25 Tahuri 2024

Tangyal 19 Dasember 2024

| wo HAMA PENERIMA ALAMA T PENERIMA JUMLAH (Rp)
Badan Pary aidaan Keuangan den Ass Rearsh
Angllss Parencanaan dan Penygluran Banw ah Keuangah
i Amarg KN L Rdvasio o)
2 Ambarang 323 24 2.530.00
3 i adu 2653802300
4, Hilr Kantnr I2.H8R. 707 (0.
5 Hﬁngah 39.46%.77200
& Rapm GOIRTT B85 N0
% Murnauk 334H83.555,07
8 ambayu Ham 35.856.87100
9 Sungal Kel 34 28,8650
i Ruean 35371 1500
1 Wuun 277 20,785 N0
12 Paiyeta Dangku 22.4M9.66200
13 Antan Rayan 31726 942 Y
“ Ay Intf 37 3304451010
15 totadsk 36 068 512,10
1] Tomiay Sawl 28.502:274,00
7 Anibuyn Setatan AT 0
Tt Sebrang 21 a172124,4u
i PalcMayam 38107 8 1800

Tl il

sy m gy (TS 8 G0 71 iy

IWI mgm




NO NAMA PENERIMA 'ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
295 Bagak 2.126.228.00
298 Talok 24.344280,0¢
A7 Supga Lubang 2.311.886,00
28 Tazy 2524637_00
25 Ta'as 1214923 00
00 Temwrar 1.206,963,00
3l Kerdiv Belamizn 2.050.844.00
JUZ MyTa, 1.22] 813.00
303 Pammg 214807700
3 Sekas 2M A8 00
305 Maridar Kl Z ra0.48100
35 Jelimpa TR0 954,00
307 Tubany Reeng 2 771.260,00
0% Kap Ara L6356 Bag DO
308 Pawls Hilr 2.7595,898,00
3 Aygan Tembswang 2.244.960.00
an Baladl Peintan 2.607.582,00
32 Dara ftam | 1919 B3B.0O

Kan Landak. 19 Dasembar 2024
Pl Bupali
Sdnansesua dengan ashnya .
Pit KEPALA BAGLAN HUKLIM, : .
L Dr. QUTMEN NAINGEG DLAN.S.H, M. Hum
YOFITA, 84
NIP. 18831228 20 0904 2 003
= || S S S TR M Bz 0 5l | ulimicn Wl




